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Peran moda jalan yang terlalu DOMINAN, di mana 
komposisi setiap moda dalam angkutan barang secara 
nasional pada tahun 2019 

• Angkutan Jalan 16,07 miliar ton/tahun (87,57%),

• Angkutan Udara 0,52 juta ton/tahun (0,003%), 

• Angkutan Laut 2,23 miliar ton/tahun (12,16%), 

• Angkutan SDP 0,56 juta ton/tahun (0,003%), 

• Angkutan Kereta Api 47,6 juta ton/tahun (0,26%)



1. Kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, dan 
Pelabuhan

2. Penyebab dan pelaku kecelakaan lalu lintas

3. Tingginya biaya perawatan insfrastruktur

4. Berpengaruh pada proyek kerjsa sama
pemerintah dan badan usaha insfrastruktur
jalan

5. Mengurangi daya saing internasional karena
kendaraan muatan dan dimensi berlebih tidak
bisa melewati poslintas batas negara (tidak
dapat memenuhi Kawasan Perdagangan Bebas
ASEAN)

6. Ketidakadilan dalam usaha pengangkutan
barang

7. Tingginya biaya operasi kendaraan

8. Menyebabkan kerusakan komponen kendaraan

9. Memperpendek umur kendaraan

10. Menimbulkan polusi udara yang berlebihan

Dampak yang Ditimbulkan oleh Kendaraan
dengan Muatan dan Dimensi Lebih



• Pembenahan mulai dari hulu hingga hilir (harus ada kebijakan ektrim)

• Sistem logistik nasional masih banyak masalah, bukan masalah di Kementerian 
Perhubungan, Kemen. PUPR dan Polri, namun perlu keikutsertaan Kemen. Keuangan, 
Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kemen. Tenaga Kerja, Kemen. Perdagangan, 
Kemen. Perindustrian.dan Kemen. ESDM

• Kementerian Perhubungan (menetapkan spesifikasi kendaraan barang dibutuhkan
Indonesia, subsidi angkutan barang semua moda, menetapkan tarif angkut komoditas
tertentu, mengawasi UPPKB dan proses uji kir di daerah) 

• Kemen. PUPR membangun dan merawat jaringan jalan

• Korlantas Polri (penegakan hukum)

• Kementerian Perindustrian (berkoordinasi dengan Kemenhub untuk spesifikasi kendaraan
barang yang perlukan, seyogyanya Kemenhub menetapkan spesifikasi kendaraan barang
dibutuhkan Indonesia)

• Kementerian Perdagangan (mengatur sistem logistik nasional)

• Kementerian Tenaga Kerja (menetapkan standar pengupahan dan jam kerja pengemudi
truk)

• Kementerian Dalam Negeri (mengawasi pelayanan uji berkala di pemda)

• Kementerian Negara BUMN (BUMN sektor transportasi tidak ditarget deviden buat negara)

• Kementerian Keuangan (insentif bagi penguji kendaraan umum, insentif petugas UPPKB)

• Kementerian ESDM (mengendalikan proses pertambangan batubara)

• Bappenas (menetapkan RPJMN)



Biaya Logistik Nasional

Sumber: diolah dari data World Bank, Bappenas, ALFI, Kemenkeu, 2021
Sumber: diolah dari data BPS, 2020

Sub Sektor Rp Triliun

Angkutan Jalan 390,8

Angkutan Udara 257,7

Angkutan Laut 50,6

Angkutan SDP 17,4

Angkutan Rel 12,1

Total Transportasi 728,6

Total PDB 15833,9

% PDB 4,60%

PDB Sektor Transportasi 2019*)

Proyeksi Modal Share Angkutan Barang 2019

Moda Angkutan Ton/tahun % Total

Angkutan Jalan 16.069.364.528 87,57%

Angkutan Udara 516.033 0,003%

Angkutan Laut 2.231.857.756 12,16%

Angkutan SDP 557.425 0,003%

Angkutan Rel 47.624.000 0,26%

Total Freight 18.349.919.742 100,00%

Sumber: hasil analisis, 2022
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• Perkiraan % biaya logistik terhadap PDB Tahun 2019 sekitar 23,20%, dimana sekitar ½ -
nya ((11,3% dari PDB) adalah komponen biaya transportasi (Kemenkeu, 2019)

• Perkiraan biaya transportasi jalan (penumpang maupun barang) pada Tahun 2019 sekitar 
3293 Triliun/th (atau sekitar 20,80% dari PDB), di mana sekitar 37%-nya adalah biaya 
transportasi barang (sekitar 1218 Trilyun atau sekitar 7,70% dari PDB) (KIAT, 2021)

• Sekitar 87,57% pergerakan barang melalui jalan, yang 
jika diangkut secara ODOL menyebabkan KERUSAKAN 
JALAN dan KEMACETAN sehingga sistem distribusi 
menjadi kurang efisien

• Dampak ODOL menyebabkan kerusakan dini prasarana 
jalan yang mengakibatkan peningkatan anggaran 
pemeliharaan jalan nasional, jalan tol, dan jalan provinsi 
dengan rata-rata Rp 43,45 T per thn (Kemen PUPR, 
2022)

*) perhitungan PDB sektor 
transportasi ini hanya mencatat 
transaksi yang terjadi pada 
bisnis resmi angkutan umum.

Biaya transportasi kendaraan 
pribadi, truk perusahaan, kapal 
khusus, dlsb tidak tercatat 
(cenderung under-estimate)

Sumber: Muhamad Isnaeni (24 Januari 2023)



Perbandingan Biaya Angkutan Barang Menggunakan Truk

Perbandingan Biaya Angkutan Truk Antar Negara 
Sumber: dimodifikasi dari World Bank, 2009

Perbandingan Biaya Angkutan Truk Antar Negara 
Sumber: diolah dari berbagai sumber Tahun 2022

Tarif truk di Indonesia saat ini sudah cukup kompetitif dibandingkan dengan negara lain, 
sehingga tidak tepat lagi menjadikan efisiensi pengusahaan angkutan barang sebagai penyebab tingginya ongkos 

angkut

Trucking Fare 2022 (USD cent/ton/km)

Sumber: Muhamad Isnaeni (24 Januari 2023)



Harga Komoditas Vs Biaya Angkut Truk

Komoditas

Harga Komoditas

Persentase Biaya Transportasi Berdasarkan Jarak Angkut (Truk)

50 km 100 km 200 km 500 km 800 km

Rp per unit Rp per ton Rp 66.100 Rp 132.200 Rp 264.400 Rp  661.000 Rp 1.057.600 

Semen Rp 60.000/sak (40 kg) Rp 1.500.000 per ton 4,4% 8,8% 17,6% 44,1% 70,5%

Pasir Rp 1.800.000 (6 M3) Rp     214.286 per ton 30,8% 61,7% 123,4% 308,5% 493,5%

Batu split Rp 1.420.000 (7 M3) Rp     139.901 per ton 47,2% 94,5% 189,0% 472,5% 756,0%

Batubara USD 305,21 per ton Rp 4.597.470 per ton 1,4% 2,9% 5,8% 14,4% 23,0%

Beras Rp 11.850 per kg Rp 11.850.000 per ton 0,6% 1,1% 2,2% 5,6% 8,9%

Besi Beton Rp 9494 per kg (8mm) Rp 9.494.000 per ton 0,7% 1,4% 2,8% 7,0% 11,1%

CPO MYR 3.892 /ton Rp 13.680.185 per ton 0,5% 1,0% 1,9% 4,8% 7,7%

Pulp and Paper US 433,98/ton Rp 6.537.171 per ton 1,0% 2,0% 4,0% 10,1% 16,2%

: Biaya transportasi menggunakan truk < 5% dari harga komoditas

Biaya transportasi menggunakan truk 5-25%  dari harga komoditas

Biaya transportasi menggunakan truk < 25%  dari harga komoditas

Lebih dari 75% barang yang beredar di Indonesia adalah komoditas yang memiliki nilai ekonomi rendah, yang 
mendorong terjadinya OVERLOAD (apalagi jika jarak distribusinya semakin jauh)

Sumber: Muhamad Isnaeni (24 Januari 2023)



PENYEDIAAN PRASARANA JALAN

• Sebagian besar dari jaringan jalan di Indonesia belum ditetapkan kelas jalannya oleh 
para Penyelenggara Jalan masing-masing

• 80% lebih panjang jalan di Indonesia adalah jalan Kabupaten/Kota yang umumnya 
tidak memenuhi syarat sebagai jalan kelas III

• Pada jaringan jalan Nasional, Lintas Utama sebagian besar telah memenuhi syarat 
jalan Kelas II, namun pada penghubung antar lintas umumnya hanya memenuhi 
syarat jalan Kelas III (bahkan di beberapa lokasi pegunungan tidak memenuhi syarat 
jalan Kelas III )

• Belum ada harmonisasi kelas jalan pada jalur Strategis Logistik Nasional yang 
menghubungkan antara kawasan produksi dengan simpul transportasi utama 
sebagai outletnya

• Tingkat kemantapan jalan secara keseluruhan sulit beranjak dari angka 60-70% 
karena keterbatasan dana pemeliharaan jalan dan pemanfaatan jalan yang tidak 
semestinya (termasuk ODOL)

Status Jalan Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Total Mantap Tidak Mantap

(a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+(c)+(d) (f) = (a)+(b) (g) = (c)+(d)

Jalan Nasional 21.108 22.529 2.405 975 47.017 43.637 3.381

Jalan Provinsi 17.087 18.237 8.929 3.621 47.874 35.324 12.550

Jalan Kabupaten/Kota 126.776 135.311 114.308 46.352 422.746 262.087 160.660

Total 164.970 176.078 125.642 50.948 517.638 341.048 176.590

Panjang dan kondisi jalan berdasarkan status di Indonesia Tahun 2020

Sumber: diolah dari https://data.pu.go.id/

Proporsi Penyediaan Jalan menurut Status

Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalan Kabupaten/Kota
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Jalan Kabupaten/Kota
422.746 km 

(81,67%)

Proporsi penyediaan panjang jalan 

berdasarkan status Tahun 2020

Sumber: Muhamad Isnaeni (24 Januari 2023)











Angkutan batubara di Jambi yang sudah menelan puluhan korban jiwa (seperti, sopir
truk, pasien sakit, akademisi, pelajar, warga setempat)







Kompas, 22 November 2022



Kompas, 24 Januari 2023































Truk dengan muatan berlebih
(over dimension over 

loading/ODOL) melintas di 
Kabupaten Magelang, Jawa
Tengah, Jumat (6/1/2023).



Angkutan truk yang 
kelebihan muatan dan 
dimensi melintas di jalan
tol rua Belawan-Medan-
Tanjung Morawa di 
Kabupaten Deli Serdang, 
Sumatera Utara, Sabtu
(7/1/2023). Kementerian 
Perhubungan per Januari
2023 menerapkan
kebijakan nihil kendaraan
kelebihan muatan dan 
dimensi, tetapi kebikajan
itu belum bisa diterapkan.



Kecelakaan truk yang 
terperosok di Kecamatan
Tungkal Jaya, Kabupaten
Musi Banyuasin, Sumatera 
Selatan, Minggu
(1/1/2022). Kecelakaan
kerap terjadi di jalur ini
karena kondisi jalan yang 
bergelombang atau
berlubang. Hal ini juga 
disebabkan truk yang 
mengangkut barang
melebihi kapasitas
semestinya.



Sebuah truk pengangkut tandan buah 
segar (TBS) sawit melewati jalan 
lintas timur Sumatera di Kabupaten 
Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Senin 
(2/1/2022). Jalan ini menjadi jalur 
penghubung antarprovinsi di 
Sumatera. Hanya saja, beberapa 
kendala ditemui, seperti jalan rusak, 
bergelombang, serta longsor di 
sejumlah sisi.



Sebuah truk salah 
satu rodanya

terperosok saat
membawa muatan

berlebih di Kabupaten
Sleman, DIY, Jumat

(6/1/2023).



Truk dengan
muatan berlebih

melintas di 
Kabupaten

Magelang, Jawa
Tengah, Jumat
(6/1/2023).



Kerusakan jalan yang 
menyebabkan sebuah
truk mengalami patah
pada poros rodanya di 
Kota Semarang, Jawa

Tengah, Kamis
(5/1/2023).



Petugas
mengukur
berat truk saat
mengadakan
razia terhadap
truk angkutan
di Pintu Tol 
Tanjung Priok
1, Koja, Jakarta 
Utara, Senin
(9/3/2020).



Pengemudi truk butuh tempat istirahat yang memadai, lelah dapat menyebabkan kecelakaan yang fatal



Tempat istirahat pengemudi truk di Rest Area Tol Cipali



Tempat Istirahat pengemudi
truk di Rest area Km 318 
(Pemalang)





Truk ODOL sudah masuk di 
Pulau Belitung melalui kapal



Jalan khusus batubara di Kalimatan Selatan, beban 80 ton, laju 80 km per jam



Jalan 
nasional
(2018) di 
Kab. Kutai
Barat, 
Provinsi
Kalimantan 
Timur) rusak
akibat Truk
muatan
kelapa sawit





Truk ODOL di 
Pelabuhan 
Penyeberangan 
Karingau 
(Balikpapan, 
Kalimantan 
Timur)





Lintasan angkutan barang subsidi diperbanyak

Realisasi

kontrak tahun

2020 sebesar

Rp 6,3 miliar,

kemudian

meningkat

menjadi Rp 7,9

miliar di tahun

2021 dan Rp

10,5 miliar di

tahun 2022.

Sumber: Ditjenhubdat, Kemenhub (2022)



Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor
Perlu Ditingkatkan

• Minimnya tunjangan fungsional penguji kendaraan bermotor

menyebabkan masih suburnya praktek pungutan liar (pungli) di

Pengujian Kendaraan Bemotor (PKB) atau Kir. Praktek pungli ini akan

semakin menyulitkan kebijakan zero kendaraan berlebih dimensi dan

muatan (over dimension and overloading/ODOL) Januari Tahun 2023.

• Peraturan Presiden Nomor 107 tahun 2006 tentang Tunjangan

Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor sudah selayaknya

direvisi mengingat sudah lama dan perkembangan teknologi kendaraan

bermotor juga semakin menuntut keahlian khusus.

• Pengawasan terhadap penyelenggaraan PKB di daerah perlu dilakukan

secara efektif. Pengawasan yang efektif bukan sekedar menyuruh orang

untuk dating mengawasi. Mesti ada pedoman bagaimana tata cara

mengawasi, apa yang diawasi, siapa yang memiliki kualifikasi sebagai

pengawas, kapan diawasi, sistem pelaporannya, isi laporannya, dan

sebagainya.

• Setelah dilakukan peningkatan Tunjangan Jabatan yang besarnya

memadai (misalnya, terendah Rp 2 juta dan tertinggi Rp 4 juta) agar

tidak pungli. Besarnya tunjangan jabatan itu dapat diambilkan dari

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat.



Perbandingan Biaya Transportasi terhadap Jarak

• Angkutan barang
menggunakan jalan
rel masih dianggap
mahal, karena selain
double handling juga 
masih dikenakan
PPN 10 persen dan 
TAC (track access 
charge)

• Dapat diberikan PSO 
angkutan barang
dengan jalan rel, 
seperti halnya
angkutan barang
menggunakan jalan
raya (jarak lebih
dari 500 km)

• Angkutan laut
dimaksimalkan
untuk jarak lebih
dari 1.500 km



Truk ODOL di Kalimantan Tengah









https://www.itltrisakti.ac.id Institut Transportasi dan Logistik Trisakti

Pro dan kontra ODOL

o Data kecelakaan Tahun 2020 berdasarkan jenis kendaraan yang terlibat, 7,7% adalah Angkutan Barang, dan kendaraan ODOL adalah 4,5%.

o Di Tahun 2020, Persentase kecelakaan Angkutan Barang terhadap total jumlah kendaraan angkutan barang, yaitu: 0,3%, sementara itu
persentase kecelakaan Angkutan ODOL yaitu 0,2%.

Tidak Bermotor, 
2.0%

Sepeda Motor 
(R2+R3), 80.1%

Mobil 
Penumpang, 2.4%

Angkutan Orang 
(Bus), 6.2%

Angkutan 
Barang, 7.7%

Kendaraan 
Khusus, 0.0%

Kereta Api, 1.6%

Tidak Diketahui, 
0.0%

Data Kecelakaan Berdasarkan Jenis Kendaraan 
Terlibat, Tahun 2020 (Korlantas, 2021)

0.7%
0.8%

0.3%

0.2% 0.2% 0.2%

2018 2019 2020

Persentase Kecelakaan Kendaraan Angkutan Barang 
Terhadap Total Kendaraan Angkutan Barang

Persentase Kecelakaan Angkutan Barang dari Total Jumlah Kendaraan Angkutan
Barang
Persentase Kecelakaan Angkutan Barang ODOL dari Total Jumlah Kendaraan
Angkutan Barang

Data Kecelakaan

PRO

 Peningkatan kapasitas angkut

 Penurunan biaya distribusi

 Penurunan populasi kendaraan

 Harga barang komoditas menjadi lebih murah

KONTRA

 Peningkatan risiko kerusakan infrastruktur jalan

 Penurunan keselamatan di jalan raya

 Potensi peningkatan biaya pemeliharaan kendaraan

 Potensi peningkatan biaya sosial akibat kecelakaan



https://www.itltrisakti.ac.id Institut Transportasi dan Logistik Trisakti

Analisis Daya Rusak Jalan

 Berdasarkan Nilai Muatan Sumbu Terberat (MST): semua jenis truk
ODOL masih di bawah standar MST kelas jalannya, kecuali tronton tetap
di atas standar beban MST meskipun pada kondisi Odol 0%.  perlu
perubahan teknis kendaraan (ditambah sumbu) atau peningkatan
kualitas Kelas Jalan menjadi 12 Ton.
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Nilai Muatan Sumbu Terberat (MST)
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Beban 
Kelas Jalan 
I : 10 Ton

Ket: Beban Kelas Jalan I : 10 Ton
Beban Kelas Jalan II dan III: 8 Ton

Simulasi Arus Lalu Lintas (VISSIM)

No Indikator Kinerja Ruas Jalan Eksisting ODOL 30% ODOL 0%

1 Kapasitas 5.226 5.226 5.226

2 Total Arus Lalu Lintas (smp/jam) 4.837 5.272 6.288

3 V/C Ratio 0,92 1,01 1,20

4 Kecepatan Rata-rata (km/jam) 30,48 27,89 27,85

5 Tingkat Pelayanan (LOS) F F F

 Simulasi di Ruas Jalan Jampea (Tj. Priok)

 Kondisi ODOL 30%  pertambahan jumlah truk 41,8%

 Kondisi ODOL 0%  pertambahan jumlah truk 60,3%

 Tingkat Pelayanan F artinya arus lalu lintas sangat tidak stabil dan 
terjadinya kepadatan kemacetan 

 Pada Kondisi ODOL 0%, panjang antrian truk masuk ke pabrik/gudang
sudah sampai di ruas jalan utama (Jalan Jampea).

Biaya Operasional Kendaraan (BOK)

 Asumsi: Harga BBM Bio Solar (subsidi) Rp6.800/Liter

 Adanya ODOL terjadi penghematan 5.990 Trilliun Rupiah/Tahun

 Pada kondisi ODOL 0%, rata-rata peningkatan BOK Rp/Ton yaitu 149,8%

 Jika menggunakan BBM Non-Subsidi (Dexlite) Rp18.350/Liter, maka terjadi kenaikan
nilai BOK sebanyak 1,5 kali lipat dari biaya BOK menggunakan BBM Bersubsidi.

Wingbox Tronton
Colt

Diesel
Double

Colt
Diesel
Engkel

Fuso

ODOL 910.7 1,036.2 1,951.8 4,176.6 1,306.2

ODOL 30% 1,241.4 1,670.6 3,000.6 5,400.8 2,607.3

ODOL 0% 1,851.0 2,573.3 4,752.5 9,136.7 4,377.0
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Pasal Larangan Odol

Pasal 169 Ayat (1) UU No 22/2009 LLAJ

“Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan 
Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai 
tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi 
Kendaraan, dan kelas jalan”

Pasal 307 UU No 22/2009 LLAJ

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan 
Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi
ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, 
dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 
ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 
(dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima 
ratus ribu rupiah)”

• Tanggung jawab ODOL lebih mengarah 
kepada pengemudi, bagaimana tanggung 
jawab yang meng-order  (Pengirim Barang) 
yang mungkin paling merasakan 
keuntungan

• Denda maksimum Rp 500 ribu, jauh lebih 
kecil dibandingkan nilai keekonomian dari 
pelanggaran

Apakah biaya pengiriman barang 
menggunakan truk di Indonesia 

sedemikian mahal, sehingga 
tindak pidana ODOL dilazimkan 

untuk menjaga tingkat harga 
barang?





• Praktek truk kelebihan dimensi dan muatan (ODOL) sudah bisa kategori korupsi, karena dampaknya merugikan
negara

• Praktek truk kelebihan dimensi dan muatan (ODOL) tidak dapat diselesaikan Ditjenhubdat, Korlantas Polri dan 
Ditjen. Bina Marga

• Insentif bagi penguji harus ditingkatkan dan seragam, tidak dibebankan pemda, supaya Pemda tidak anggap uji 
berkala sebagai sumber PAD (sekarang akan dihapus berdasar UU No. 1 Tahun 2022)

• Aturan pengujian harus seragam seluruh Indonesia (pungli masih ada, sekitar 80 persen truk tidak kir, tapi tidak
bikin surat kir palsu)

• 50 persen lebih truk ODOL ada keterlibatan oknum APH (hasil investigasi)

• Pengemudi truk bukan pihak yang harus bertanggungjawab terhadap praktek over dimension dan overload (kejadian
kecelakaan di Balikpapan belum tuntas)

• Krisis pengemudi truk barang sudah terjadi, jumlah armada truk tidak sebanding dengan jumlah truk barang. 
Pengemudi truk banyak yang beralih profesi, karena profesi menjadi pengemudi truk tidak menjanjikan masa depan
dan kesejahteraan maskin berkurang.

• Jika terjadi kecelakaan, pengemudi hidup dijadikan tersangka, pengemudi meninggal keluarga yang merana

• Jika terjadi overload, pemilik barang (pabrik) yang harus bertanggungjawab dan menanggung biaya hidup pengemudi
selama proses berlangsung, perlu ada manifest

Catatan diskusi



Catatan diskusi (lanjutan)
• Segala macam pungli terhadap penyelenggaraan angkutan barang harus dihilangkan

• Ditjenhubdat membuka nomor kontak khusus untuk menangani Truk ODOL

• Belum ada upah standar pengemudi truk

• Mengingat kondisi geografis Indonesia, perlu pedoman uji kir untuk setiap wilayah yang disesuaikan dengan kondisi
wilayahnya

• Revisi regulasi (UU LLAJ) yang berkait dengan angkutan barang (pemilik barang dan  pengusaha angkutan)

• PSO/Subsidi Angkutan barang di jalan rel (perkeretaapian) dan membuka jalur laut Jakarta-Surabaya

• Mengkaji efektifitas penambahan sumbu kendaraan (lokasi beroperasi, pilihan head truck)

• Krisis pengemudi truk barang sudah terjadi, jumlah armada truk tidak sebanding dengan jumlah truk barang. Pengemudi
truk banyak yang beralih profesi, karena profesi menjadi pengemudi truk tidak menjanjikan masa depan dan kesejahteraan
makin berkurang.

• Jika terjadi kecelakaan, pengemudi hidup dijadikan tersangka, pengemudi meninggal keluarga yang merana

• Sejumlah asosiasi pengusaha masih berupaya dengan meminta penundaan zero truk muatan dan dimensi lebih (abaikan)

• Masih ada karoseri yang memproduksi kendaraan barang berdimensi lebih (over dimension) perlu ditertibkan dan 
dipidanakan (juga penjual mobil barang)

• Petugas lapangan (UPPKB) yang melaksanakan aturan wajib dilindungi demi tegaknya wibawa hukum dan institusi (fasilitas
kendaraan di setiap UPPKB, tempat selain Polisi Lalu Lintas juga ada Polisi Militer dan Marinir)

• Sebgain besar UPPKB atau Jembatan Timbang khususnya di Jawa sudah over capacity, sehingga tidak efektif untuk
menyelenggarakan penimbangan kendaraan barang

• Penerapan WIM (weight in motion) lebih tepat untuk menggantikan fungsi UPPKB lebih efektif dan efisien

• Begitu kompleknya masalah Truk ODOL, Presiden dihimbau dapat memberikan pedoman (Instruksi Presiden) untuk
masing-masing Kementerian/Lembaga yang terkait



UPPKB

• Perlindungan hukum bagi petugas UPPKB

• Kendaraan operasional disertai biaya operasional

• Dipenuhi kebutuhan dasar

Praktek uji laik jalan (kir) yang menyimpang

• Masih ada beberapa penyimpangan (pungli) layanan uji laik jalan (kir) di daerah

• Kepentingan oknum pejabat di daerah

• Kemenhub tidak bisa mengawasi secara langsung

Aktivitas Truk ODOL merusak aset negara

Membangun tol untuk kelancaran logistik tidak terwujud, tarif truk mahal ketimbang kendaraan lain

Catatan diskusi (lanjutan)



Terimakasih

Jangan pernah bosan berbuat baik untuk negeri


